
NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.690475/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:4503-1185-9000-3178

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(01): Badan Pengawas Obat dan Makanan

(23): NUSA TENGGARA BARAT

: (690475) Loka POM di Kabupaten Bima

07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 3.786.813.000  (  TIGA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

3.786.813.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   B I M A 3.786.813.000(071)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (690475)  Loka POM di Kabupaten Bima:

DS:4503-1185-9000-3178

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DR Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 1.590.340.000

DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 1.590.340.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 2.196.473.000

WA.6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 2.196.473.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (690475):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.590.340.000Program :

01 Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM1.

01 Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan2.

01 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM3.

01 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP4.

01 Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar5.

01 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM6.

02 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM7.

02 Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM8.

02 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT9.

02 Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise10.

02 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar11.

03 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal12.

03 Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM13.

03 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM14.

03 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM15.

04 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM16.

04 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM17.

04 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM18.

05 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat19.

05 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM20.

06 Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM21.

07 Persentase UMKM yang memenuhi standar22.

Kegiatan 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 1.590.340.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (690475):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

3165.AEA Koordinasi 14,00 45.561.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT 14.00 kegiatan 45.561.000

:

:

kegiatan

3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya 12,00 80.995.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT 12.00 dokumen 80.995.000

:

:

layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik

3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 113,00 78.463.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE 113.00 Orang 78.463.000

:

:

Orang

3165.BKB Pemantauan produk 1,00 100.000.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 1.00 laporan 100.000.000

:

:

laporan

3165.BMB Komunikasi Publik 21,00 37.364.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh
UPT

21.00 kegiatan 37.364.000

:

:

layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume

3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan 1,00 33.000.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 1.00 Unit 33.000.000

:

:

Paket, Unit

3165.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 7,00 50.000.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi 7.00 Unit 50.000.000

:

:

Unit



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (690475):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

3165.PDD Standarisasi Lembaga 1,00 108.918.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai
Standar Kemampuan Laboratorium

1.00 Lembaga 108.918.000(PN)

:

:

Lembaga, Unit Kerja

3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha 1,00 111.947.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QCD.U53 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI
LOKA POM KABUPATEN BIMA

1.00 Perkara 111.947.000(PN)

:

:

Perkara, Berkas Perkara

3165.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 4,00 363.018.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman 2.00 Lembaga 96.374.000(PN)

02 QDB.002 Desa Pangan Aman 1.00 Lembaga 161.054.000(PN)

03 QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 1.00 Lembaga 105.590.000(PN)

:

:

Lembaga, Unit Kerja, Tim

3165.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 3,00 28.630.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT 3.00 UMKM 28.630.000(PN)

:

:

UMKM

3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 429,00 212.935.00012Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT 165.00 Produk 65.730.000(PN)

02 QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT

264.00 Produk 147.205.000(PN)

:

:

Produk, Laporan, Keputusan

3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 239,00 339.509.00013Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 23.00 Lembaga 29.220.000(PN)

02 QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang 1.00 Lembaga 700.000(PN)

:

:

Lembaga, Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (690475):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

diperiksa oleh UPT 1.00 Lembaga

03 QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen
Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

215.00 Lembaga 309.589.000(PN)

Lembaga, Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan

063.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.196.473.000Program :

01 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum1.

01 Nilai Pengawasan Kearsipan2.

02 indeks Pengelolaan Aset BPOM3.

03 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa4.

Kegiatan 6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM 2.196.473.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,00 2.196.473.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.956 Layanan BMN 1.00 Layanan 8.000.000

02 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 2.188.473.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

Jayadi
NRP. 69120503

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (690475):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

1. Anggaran Tahun 2025

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.786.813.000

3.786.813.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (690475): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4503-1185-9000-3178

690475 Loka POM di Kabupaten Bima 1.021.473 2.682.340 83.000 - - 3.786.813

063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan - 1.507.340 83.000 - - 1.590.340

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia - 1.507.340 83.000 - - 1.590.340

3165.AEA Koordinasi - 45.561 - - - 45.561 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 45.561- 07145.561 -RM01 @

3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya - 80.995 - - - 80.995 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 80.995- 07180.995 -RM01 @

3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat - 78.463 - - - 78.463 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 78.463- 07178.463 -RM01 @

3165.BKB Pemantauan produk - 100.000 - - - 100.000 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)



NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (690475): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4503-1185-9000-3178

-- 100.000- 071100.000 -RM01 @

3165.BMB Komunikasi Publik - 37.364 - - - 37.364 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 37.364- 07137.364 -RM01 @

3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan - - 33.000 - - 33.000 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-33.000 33.000- 071- -RM01

3165.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - - 50.000 - - 50.000 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-50.000 50.000- 071- -RM01

3165.PDD Standarisasi Lembaga - 108.918 - - - 108.918 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 108.918- 071108.918 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (690475): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4503-1185-9000-3178

3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha - 111.947 - - - 111.947 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 111.947- 071111.947 -RM01 @

3165.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 363.018 - - - 363.018 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 363.018- 071363.018 -RM01 @

3165.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM - 28.630 - - - 28.630 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 28.630- 07128.630 -RM01 @

3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk - 212.935 - - - 212.935 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 212.935- 071212.935 -RM01 @

3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 339.509 - - - 339.509 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)



NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (690475): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (063)

(01)

(23)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

NUSA TENGGARA BARAT

Loka POM di Kabupaten Bima

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4503-1185-9000-3178

-- 339.509- 071339.509 -RM01 @

063.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.021.473 1.175.000 - - - 2.196.473

6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM 1.021.473 1.175.000 - - - 2.196.473

6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.021.473 1.175.000 - - - 2.196.473 23 04.

(23.04  NUSA TENGGARA BARAT / KAB. BIMA)

-- 2.196.4731.021.473 0711.175.000 -RM01 @

JUMLAH 1.021.473 2.682.340 83.000 - - 3.786.813

Sekretaris Utama Badan POM

Jayadi

ttd.

NRP. 69120503

Jakarta, 02 Desember 2024



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

Loka POM di Kabupaten Bima

(23)

Unit Organisasi

(690475)

Kementerian Negara/Lembaga

Badan Pengawas Obat dan Makanan(01)

Kode/Nama Satker

(063)

:

:

NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4503-1185-9000-3178
NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025

6904751. Loka POM di Kabupaten Bima

373.275283.944370.708 355.964360.560 3.786.813117.627 318.046 547.789240.568208.458 214.696395.176RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 28.260 1.021.47374.174 140.833 70.300 70.155 141.507 72.843 74.303 78.695 80.015 87.545 102.845

BELANJA BARANG 89.367 2.682.340133.225 199.091 155.280 213.790 221.729 287.717 243.743 290.698 467.774 127.152 252.774

BELANJA MODAL 0 83.0001.060 30.784 14.988 0 31.940 0 0 3.882 0 0 346

063.01.DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di
Seluruh Indonesia

97.765 69.78286.949218.448239.934109.01396.542158.209130.970156.532155.75370.442 1.590.340

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

70.442 1.507.34096.705 124.970 141.544 130.970 126.269 96.542 109.013 236.052 218.448 86.949 69.436

53 BELANJA MODAL 0 83.0001.060 30.784 14.988 0 31.940 0 0 3.882 0 0 346

063.01.WA.6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
BPOM

110.694 286.182127.747329.341133.341209.033264.018236.967152.97484.036214.95447.185 2.196.473

51 BELANJA PEGAWAI 28.260 1.021.47374.174 140.833 70.300 70.155 141.507 72.843 74.303 78.695 80.015 87.545 102.845

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

18.925 1.175.00036.520 74.121 13.736 82.820 95.460 191.175 134.730 54.646 249.326 40.203 183.337

Jayadi
NRP. 69120503

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

NUSA TENGGARA BARAT

[690475]

[23]

Badan Pengawas Obat dan Makanan

: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kabupaten Bima:

[063]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

Halaman : IV.A. 1

690475 Loka POM di Kabupaten Bima

673.912Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

673.91252 Belanja Barang Rp.

063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 22.481

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.AEA Koordinasi

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 24.017

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.500

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.835

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.926

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.960

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 495

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.052

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.348

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 300

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 43.352

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.BKB Pemantauan produk

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 870

3165.BMB Komunikasi Publik



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

NUSA TENGGARA BARAT

[690475]

[23]

Badan Pengawas Obat dan Makanan

: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kabupaten Bima:

[063]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

Halaman : IV.A. 2

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 495

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.225

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.125

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 18.403

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.PDD Standarisasi Lembaga

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 30.865

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.435

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 30.520

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.450

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 39.578

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.815

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 300

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 950

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.630

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

3165.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

NUSA TENGGARA BARAT

[690475]

[23]

Badan Pengawas Obat dan Makanan

: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kabupaten Bima:

[063]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

Halaman : IV.A. 3

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 32.336

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.660

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 15.944

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 110.744

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.480

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 46.581

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

063.01.WA Program Dukungan Manajemen

6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 179.240

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

Jayadi
NRP. 69120503
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(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

NUSA TENGGARA BARAT

[690475]

[23]

Badan Pengawas Obat dan Makanan

: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kabupaten Bima:

[063]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 063.01.2.690475/2025
DS:4503-1185-9000-3178

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

Jayadi
NRP. 69120503
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